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A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakannegaradenganjumlah populasi penduduk yang
banyak. Saat ini jumlah penduduk sekitar 237.566.363jutajiwa, yang mana
207.176.162 jiwa atau sekitar  87,21%daripenduduknyamemelukagama
Islam.'Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya memilikikebutuhan-
kebutuhan yang harusdipenuhibaikkebutuhan primer, sekunder, maupuntersier.
Adakalanyamasyarakattidakmemilikicukupdanauntukmemenuhikebutuhanhidupn
ya. Olehkarenaitu, dalamperkembanganperekonomianmasyarakat ~ yang
semakinmeningkat, munculjasapembiayaan yang
ditawarkanolehlembagakeuangan bank syariahdanlembagakeuangannon
banksyariah.

Seiringdenganmeningkatnyakebutuhanmasyarakatumumdanmasyarakatmu
slimkhususnya, terdapatkeinginanuntukmelakukantransaksidenganprinsipsyariah
Islam.’Hal tersebutdikarenakan Islam tidakmenghendakiriba, salahsatuayat Al-
Quran yang melandasiprinsipiniyaitu:
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'puslitbang Kehidupan Keagamaan, Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di
Indonesia Tahun 2013, (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2014), Edisi Il, h. 12.

’Gatot  Supramono,PerbankandanMasalahKreditSuatuTinjauan di  BidangYuridis,
(Jakarta:RinekaCipta, 2009), h. 132.
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Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil)
ribatidakdapatberdirimelainkansepertiberdirinya orang yang
kemasukansyaitanlantaran (tekanan) penyakitgila. Keadaanmereka yang
demikianitu, adalahdisebabkanmerekaberkata (berpendapat),
Sesungguhnyajualbeliitusamadenganriba, Padahal Allah
telahmenghalalkanjualbelidanmengharamkanriba.  orang-orang  yang
telahsampaikepadanyalarangandariTuhannya, laluterusberhenti

(darimengambilriba), Makabaginyaapa yang telahdiambilnyadahulu
(sebelumdatanglarangan); danurusannya (terserah) kepada Allah. orang
yang kembali  (mengambilriba),Maka orang ituadalahpenghuni-
penghunineraka; merekakekal di dalamnya.®

Semakinbanyaknyakebutuhanakanlayananjasaperbankan yang
berprinsipsyariahdandengandikeluarkannya UU  No. 10 Tahun 1998
tentangperubahanundang-undang No.7 Tahun 1992 sertadikeluarkannya fatwa
bunga bank haram dariMajelisUlama Indonesia (MUI) tahun 2003, banyak bank
konvensional yang mendirikan biro-biro syariahmaupunpendirian  bank

syariahitusendiri.*Hal inijugadisebabkankarena bank

®Yayasan PenyelenggaraPenterjemahKitabSuci Al-Qur’an, Al-Qur’andanTerjemahnya,
(Jakarta: PT. SinergiPustaka Indonesia, 2012), h. 58

*ArintalriyadidanOktafiyanthi, — PengakuanPendapatan:  StudiKomparasiPadaBank
Konvensionaldan Bank Syariah (StudiKasusPada PT Bank JabarBogor),
JurnalllmiahRanggagading Vol. 7, Bogor, 2007, h. 1.



syariahmampubertahanpadasaatperbankannasionalmengalamikrisiscukupparahpad
atahun1998.°

Perkembanganbarudalamduniaperbankan di Indonesia
menunjukkanprospek yang lebihbaiksejakditetapkannyaUndang-UndangNomor 7
Tahun 1992
tentangperbankan.Penyempurnaanlandasanhukumberoperasinyaperbankansyariah
nasionalmerupakansuatu proses yang berkelanjutan. Hal
iniditandaidenganpenyempurnaanperaturanperbankansyari’ahdalamUndang-
UndangNomor 2 Tahun 1998

tentangperbankandinyatakandenganjelasmengenaipenggolongankegiatanusaha

bank menjadiduajenis, yakni bank yang
melakukankegiatanusahasecarakonvensionaldan bank yang
melakukankegiatanusahaberdasarkanprinsipsyari’ah. BerdasarkanUndang-

Undanginidimungkinkanbagi bank konvensionalmembukakantorcabangsyariah
yang merupakantonggakpentingdimulainyaawalsistemperbankan di Indonesia,
yaitusebuah bank yang dapatberoperasidenganduasistem yang berbedaataudual
banking system, namundapatmelengkapipelayanan yang baikpadamasyarakat.
PenyempurnaantentangUndang-Undangtersebuttidakberhenti di situ,
denganadanyaUndang-UndangNomor 21 Tahun 2008 yang
mengatursecaraterpisahtentangperbankansyariahtelahmemberikananginsegarbagip

erbankan

*Wenny Djuarni,AnalisisPerbandinganMetodePemberianKredit di Bank
KonvensionaldenganPembiayaanMusyarakah di Bank SyariahPada PTBank JabarBantendan PT
Bank SyariahTbhk", JurnalEkonomi Vol. 2 No.1, Universitas Putra Indonesia, Cianjur, 2011, h. 1.



yangberoperasidengansistemsyariahuntukterusmelajudalamduniaperbankan di
Indonesia.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa
keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas
dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas
dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai
kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan
syariah. Bank syariahseringdipersamakandengan bank tanpabunga.Bank
tanpabungamerupakankonsep yang lebihsempitdari bank syariah,
dimanasejumlahinstrumenatauoperasinyabebasdaribunga.Bank
syariahselainmenghindaribunga,
jugasecaraaktifikutberpartisipasidalammencapaisasarandantujuandariekonomi
Islam yang berorientasipadakesejahteraansosial.’ Salah satu upaya mencapai
tujuan itu adalah dengan menawarkan produk pembiayaan terhadap nasabah.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil
setelah jangka waktu tertentu. Hal ini lazim disebut kredit dalam Bank

Konvensional.” Akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi permasalahan dalam

®MuhammadFauzi, AnalisisFaktor-FaktorYang
MempengaruhiKeinginanMigrasiNasabahBankUmumSyari ‘ahdi
KotaSemarang,(Semarang:IAINWalisongo,2008),h.11.

"Ibid., h. 102.



pembiayaan, sehingga diterapkan denda terhadap nasabah yang tidak mentaati
kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat.

Tinjauanhukumlslam mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan
pendapat ulama figih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh
diberlakukan.

Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-
Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi,dan
sebagian ulama dari kalangan Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan
sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa seorang
hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana
ta’zir Alasan yang mercka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz
bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Imam asy Syafi’i al-qoul
al-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy
Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa
hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir, mereka
juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang
bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat
al-Bagarah ayat 188, yaitu:
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Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itudengan (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui.®

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti
mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana
ta’zir,termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena

®yayasan PenyelenggaraPenterjemahKitabSuci Al-Qur’an, Al-Qur’andanTerjemahnya,
(Jakarta: PT. SinergiPustaka Indonesia, 2012), h. 36



dasar hukum denda itu tidak ada.Ini adalah perbedaan pendapat para ulama
tentang hukuman denda®.

Pemberlakuan denda saat ini banyak diterapkan dalam dunia
perekonomian, termasuk dalam bidang perbankan, yang mana salah satunya
diterapkan pula oleh Bank BRISyariah.

BankBRISyariahdalammenjalankanusahanyamenggunakanprinsipbagihasi
l. Denganprinsipiniadapembagianhasildaripemberipinjamandengan bank,
yaitupembiayaan yang dilakukandenganmenggunakanprinsipmudarabah,
musyarakah.’® Namun dalam praktiknya, aturan tersebut seringkali tidak berjalan
sebagaimana mestinya, sehingga bank mengambil kebijakan dengan menerapkan
sanksi pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar
angsuran pokok atau juga disebut pembiayaan bermasalah, seperti yang bisa
disaksikan dalam pelaksanaan pembiayaan di bank BRISyariah Banjarmasin.

Ketentuan sanksi keterlambatan pada bank syariah sudah ditentukan dari
awal, yaitu berupa, misalnya sejumlah uang yang sifatnya tidak berubah-ubah
(konstan). Sanksi keterlambatan pada bank syariah prinsipnya hanya sebagai
sanksi dan sanksi tersebut akan digunakan untuk keperluan sosial. Sementara
bank konvensional, prinsip denda digunakan untuk menambah keuntungan.Setiap
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian, maka pihak yang salah atau lalai

tersebut harus mengganti semua kerugian tersebut.

9TinjauanUmumTentangDenda, PadaKartuKreditSyariahhttp://eprints.walisongo.ac.id, di
aksestanggal 6 April 2015.

©1pid.,MuhammadFauzi, Analisis, h. 101-102.



MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa bagi nasabah mampu yang
menunda-nundapembayaran, yang
manamerekabisadikenakanhukumanza zir(denda).* Sanksiyang disebutdalam
fatwa iniadalahsanksi yang dikenakan LKS kepadanasabah  yang
mampumembayar, tetapimenunda-nundapembayarandengandisengaja, apabila
nasabah tidak mampu untuk membayar angsurannya, maka pihak bank boleh
melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan
atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati,
dengan ketentuan bahwa objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh
nasabah kepada atau melalui pihak bank dengan harga pasar yang
disepakati.*Artinya walaupun bank syariah menyatakan bahwa kerugian usaha
menjadi tanggung jawab mereka tetapi hal itu tidak akan terjadi. Risiko
kerugiannya hanya sebatas tidak mendapatkan laba.

Berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, sangat relevan
jika dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
penerapan  sanksi pada pembiayaan  bermasalah di  BRISyariah
Banjarmasin.Berdasarkan pemaparan tersebut penulis perlu melakukan penelitian
tentang denda yang diberlakukan bank syariah, yang penulis tuangkan dalam
bentuk skripsi dengan judul Penerapan Sanksi pada Pembiayaan Bermasalah

pada PT BankBRISyariah Banjarmasin.

Y“Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas
Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

YFatwa DewanSyari’ahNasionalNomor 47/DSN-MUI/11/2005
TentangPenyelesaianPiutangMurabahahBagiNasabahTidakMampuMembayar



B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, maka penulisan dalam penelitian ini akan
difokuskan pada pertanyaan berikut:
1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada
PT BankBRISyariah Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan sanksi pada pembiayaan bermasalah pada PT Bank

BRISyariah Banjarmasin?

C. TujuanPenelitian
Sejalandenganperumusanmasalah yang dikemukakan,
makapenelitianinimempunyaitujuansebagaiberikut :
1. Untukmengetahuifaktor-faktor ~ yang menyebabkan pembiayaan
bermasalah padaPT BankBRISyariah Banjarmasin.
2. Untukmengetahuipenerapan sanksi pada pembiayaan bermasalah pada PT

Bank BRISyariah Banjarmasin.

D. SignifikasiPenelitian
Hasilpenelitianmasalahinidiharapkandapatmemberikanmanfaatsebagaiberi
kut:
1. Dapatbergunauntukpengembanganilmupengetahuankhususnya tentang
penerapan sanksi pada pembiayaanbermasalah pada bank syariah,
sehingga bisa dibandingkan dengan pembiyaaan (kredit) pada bank

konvensional.



2. Untukmemberikansumbanganpemikiranbagipenelitianselanjutnyadansebag
aibahanreferensi yang
diharapkandapatmenambahwawasanpengetahuanbagipembacaterutamatent
angpenerapan sanksi.

3. Menambahreferensikepustakaandankhazanahilmupengetahuanbagiperpust
akaanFakultasSyariahdanEkonomi Islam [AIN Antasari Banjarmasin,

khususnyadanmasyarakatpadaumumnya.

E. DefinisiOperasional

Judul dari skripsi ini adalah “PenerapanSanksi pada Pembiayaan
Bermasalah pada PT BankBRISyariahBanjarmasin”. Untuk memudahkan
pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi
kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan
yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Sanksiadalahbentukhukuman yang melibatkanuang yang
harusdibayarkandalamjumlahtertentu. Jenis yang paling
umumadalahuangdenda, yang jumlahnyatetap, dandendaharian, yang
dibayarkanmenurutpenghasilanseseorang™® Sanksi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang
meminjam Yyang pembayannya melewati batas waktu yang telah
ditentukan.

2. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pembiayaanyang di dalampelaksanaannyabelummencapaiataumemenunhi

Bwikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas, Denda,
http://id.wikipedia.org/wiki/Denda,diakses hari Senin, 18 Mei 2015.


http://id.wikipedia.org/wiki/Denda
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target yang diinginkanolehpihakpemberibiayaataukredit yang
manamemilikikemungkinantimbulnyaresikodikemudianharidanmengalami
kesulitan di
dalampenyelesaiankewajibanbaikdalambentukpembayarankembalipokokn
yadanataupembayarankeuntungan terhadap Bank BRISyariah
Banjarmasin.

3. PT BankBRISyariahBanjarmasin yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah bank yang beralamat di Jalan A. YaniNomor 151, KM 3, 5

Banjarmasin.

F. KajianPustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiat dalam penelitian ini, maka
berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan
dengan objek masalah yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang berjudul Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad
Murabahah untuk Meminimalisir Risiko di Bank Kaltim Syariah
Samarinda oleh Nur Ain Rasyidah 1001160233. Skripsi ini membahas
mengenai bagaimana melakukan penanganan pembiayaan akad murabahah
di Bank KaltimSyariahSamarindadanbagaimanacarameminimalisirrisiko
di Bank KaltimSyariahSamarinda.

2. Skripsi yang berjudulStrategimeminimalisirpembiayaanbermasalah KPR
BTN iB di PT Bank Tabungan Negara (Persero)TBK Kantor

CabangSyariah Banjarmasin olehBaihaqi 1031161192.
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Skripsiinimembahastentangstrategi yang diterapkanPT Bank Tabungan
Negara (Persero) TBK Kantor CabangSyariah Banjarmasin yang
belumdapatmeminimalisasikanterjadinyapembiayaanbermasalah.

3. Skripsi yang berjudulDendaKeterlambatan (Late Charge)
PadaKartuKreditSyariah (StudiAnalisis Fatwa DSN Mui No:54/Dsn-
Mui/X/2006 TentangSyariah Card) olehHalimah.
Skripsiinibertujuanuntukmengetahuiapahukumdaridendaketerlambatan
(late charge) padakartukreditsyariahdalam Islam. laluapakahdasarhukum
yang digunakanoleh DSN MUI
untukmemperbolehkanmenggunakandendaketerlambatan (late charge)
padakartukreditsyariahsudahtepatpenggunaannya.

4. Skripsi yang
berjudulKreditMacetdalamPembiayaanMurabahahpadaKoperasiJasaKeuan
ganSyariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 AnjirMuaraOlehFathulJannah
0801158985. Skripsiinimembahastentangfaktor-faktor yang
menyebabkanterjadinyakreditmacetdalampembiayaanmurabahahdanusaha
yang
dilakukanolehpihakkoperasiuntukmengurangiterjadinyakreditmacetdalamp
embiayaanmurabahahpadakoperasijasakeuangansyariah LKM  KUBE
sejahtera unit 065 AnjirMuara.

Dari keempat kajian pustaka diatas terdapat perbedaan baik subjek
maupun objek yang diteliti oleh penulis. Intipermasalahan yang dikemukakan

penulis adalah penerapansanksipadapembiayaan yang bermasalah.
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G. SistematikaPenulisan

Penelitianinidilaporkansecaraterperincidalam lima
babdenganurutansebagaiberikut :
Babl
Pendahuluan.Padababinimenjelaskantentanglatarbelakangmasalahdaripenelitian,
rumusanmasalah, tujuanpenelitian, signifikasipenelitian, definisioperasional,
kajianpustakadansistematikapembahasan.
BabllLandasanteoritis pada babinimerupakanlandasanteori yang
memaparkantentangteori-teoritentangdendadanpembiayaan. Bab initerdiridaridua
sub bab, babpertamatentangpengertiandenda, hukum denda dalam Islam, syarat
penggunaan hukuman denda dan hal-hal yang bisa dijatuhi hukuman denda. Sub
babkeduatentangpembiayaan, terdiridaripengertiandanmacam-macam,
syaratpembiayaan, analisispembiayaan, kriteriapembiayaan.
Bablll
Metodepenelitianpadababinipenulismencobamenjelaskantentangjenispenelitian,
sumber data, metodepengumpulan data, dan metodeanalisa data.
BablVLaporanhasil penelitian dan analisis data. dalambabinianalisis data
danpembahasan hasilanalisissertapembahasannya yang
disesuaikandenganmetodepenelitianpadababtiga,
sehinggaakanmemberikanperbandinganhasilpenelitiansertajawaban-
jawabandaripertanyaan yang telahdisebutkandalamperumusanmasalah.
BabVPenutup.padababterakhirinimemuatkesimpulandarikeseluruhanpembahasan,

refleksiuntukmemberikan saran berdasarkankesimpulanpenelitian.



